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PENETAPAN
Nomor 212/Pdt.P/2020/PA.Smd

@&zj\m .y
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus
perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Perum. Villa Tamara, Blok. F, RT. 033, No. 29
Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut

sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2020
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor
212/Pdt.P/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang
isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xxx menikah pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2000 M.,
bertepatan dengan tanggal 20 Dzhulhijjah 1420 H., di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 701/41/111/2000, tanggal 27 Maret 2000, dan dari
pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang
bernama bernama :

xxX Lahir Samarinda, 24 Januari 2001;
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xxx Lahir Samarinda, 20 Agustus 2004;

2. Bahwa selama pernikahan antara xxxli dan xxx xx tidak pernah terjadi
perceraian;

3. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 yang lalu, xxx meninggal dunia, sesuai
Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KM-16032020-0022, tanggal 16 Maret
2020;

4. Bahwa orang tua almarhumah (Bapak) xxx telah meningal dunia pada
tanggal 06 Juli 2000 berdasarkan keterangan ahli waris dan (lbu) Suriyem
telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan
keterangan ahli waris;

5. Bahwa almarhum xxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah,
dan juga anak angkat;

6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris
lainnya dari almarhum xx

7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk menetapkan ahli waris
dan harta yang ditinggalkan almarhum xxx serta keperluan lainnya adalah
sebagai berikut :

Pensiunan PNS almarhum xxx

Sebidang Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bandar Setia, Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dengan Luas 140 M2,
NIB.02.04.26.10.01258, atas nama xxx berdasarkan Surat Keterangan
Pendaftaran Bukti Tanah dengan Nomor : 164/KET-12.07/IV/2020,
diterbitkan di Lubuk Pakam, tanggal 21 April 2020, Kantor Pertanahan
Kabupaten Deli Serdang;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli

waris yang sah dari almarhum xxx

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk
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memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan
sebagai berikut:
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret
2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum xxxi adalah : Dra.
xxx (Istri);
xxx (anak laki-laki);
xxX (anak perempuan);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim Pemohon menyatakan secara lisan
mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan buki-bukti
tertulis belum lengkap;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena alasan belum
lengkap alat buktinya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim
menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan

pemeriksaan maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 212/Pdt.P/2020/PA.
Smd,;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat
pencabutan perkara a qua dalam register perkara ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 116. 000,00
(seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, 28 Mei 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H.
Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan H.
Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan
tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Amir Husin, S.H.
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Hakim Anggota |, Hakim Anggota II,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Mabhriani, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Proses :Rp. 50.000,-
Panggilan :Rp. 20.000,-
Redaksi :Rp. 10.000,-
Materai :Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 116.000,-

s DN
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